
 

 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  58 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2012, agar 

dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, 

maka perlu menetapkan  Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun Anggaran 2012; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 
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  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lambaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3956); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 



 - 3 - 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4712); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4570);  
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 
 

  19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor Nomor 35 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2006, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 130); 
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  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 156); 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 189); 
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 190); 
 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 159); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

  
 

Pasal  1 
 

Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan 

daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan daerah dan berkewajiban menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
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Pasal 2 

 

Bupati sebagai otorisator dan ordonator barang daerah berwenang dan 

bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan barang daerah. 

 

Pasal 3 

 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

  (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku pemegang 

kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, Bupati dibantu oleh perangkat daerah 

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
 

  (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

   a. para kepala bidang pada dinas pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah kabupaten sukoharjo sebagai 

pelaksana tugas dan fungsi administrasi pengelolaan 

keuangan daerah; 
 

   b. kepala bidang kas pada dinas pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah sebagai pejabat penatausahaan 

keuangan mengelola keuangan kas daerah yang merupakan 

pelaksana tugas dan fungsi bendahara umum daerah (BUD) 

yang ditetapkan dengan keputusan bupati; 
 

   c. kepala bidang aset dan investasi daerah pada dinas 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 

mengelola aset/kekayaan daerah yang merupakan pelaksana 

tugas dan fungsi bendahara umum daerah (BUD) yang 

ditetapkan dengan keputusan bupati; 
 

   d. kepala bidang aset dan investasi daerah pada dinas 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 

kabupaten sukoharjo sebagai pelaksana tugas dan fungsi 

inventarisasi aset daerah; 
 

   e. kepala satuan kerja perangkat daerah se-kabupaten 

sukoharjo sebagai pengguna anggaran/kegiatan; 
 

   f. kepala bidang pendapatan pada dinas pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sukoharjo 

sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi koordinator 

pendapatan daerah; 
 

   g. kepala bagian pembangunan pada sekretariat daerah 

kabupaten sukoharjo sebagai pelaksana tugas pokok dan 

fungsi pengendali kegiatan; 
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   h. kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten 

sukoharjo sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi 

monitoring serta evaluasi tujuan fungsional program; dan 
 

   i. inspektur kabupaten sukoharjo sebagai pelaksana tugas 

pokok dan fungsi pengawasan daerah. 

   

Pasal 5 

 

Penempatan Rekening Kas Daerah ditempatkan pada PT. Bank Jateng 

Cabang Sukoharjo, kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan 

Bupati. 

 

  Pasal 6 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 

kewenangannya. 

 

  Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 287) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

  Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

  
                                                     Ditetapkan di Sukoharjo 

                                                           pada tanggal 10 Desember 2011

 

BUPATI SUKOHARJO, 

ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

 

  
                                                                                                                     

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  10 Desember  2011 
 
    Plt. SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                         ttd 

 

              AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2011 NOMOR 423 
 


